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ABSTRAK

Fauzil Azim (2010) . Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat
Pembimbing : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem
Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu metode
penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dan bertujuan
untuk deskripsi, gambaran lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki, selanjutnya
dianalisis dengan kajian teori yang ada kemudian menarik kesimpulan
berdasarkan hasil yang ada. Penelitian ini dilakukan di JI. Khatib Sulaiman No.
87, Kec Padang Utara, dalam waktu = 1 bulan untuk melakukan penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Sistem Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas di DPRD Sumatera Barat telah berjalan sesuai
dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan adanya tata kelola pemerintahan
yang baik, ditandai dengan adanya akuntabilitas, publik, partisipasi, efisiensi dan
efektifitas serta penekanan hukum yang sesuai dengan lingkungan pemerintah.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh disarankan pimpinan dan staf agar
dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi kinerja yang telah ada dan tetap
konsisten dalam mengikuti peraturan yang berlaku dalam menerapkan Sistem
Akuntasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.



KATA PENGANTAR

- -

G A .

Assalamu’alaikum Wr.Whb.
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tugas akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan judul
“SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI SUMATERA BARAT?”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam
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akhir ini.
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masukan-masukan demi terwujudnya impian penulis.
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penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2014

Penulis



DAFTAR ISl

Halaman

ABSTRAK L i

KATA PENGANTAR ...ttt ii

DAFTAR IST ..ot iv

DAFTAR GAMBAR ..ottt Vi

DAFTAR LAMPIRAN ...ttt vii
BAB1I PENDAHULUAN

A, Latar Belakang.......cooooereiiiiecee 1

B.  RUMUSAN Masalah.............cccoiiiiiiiiiicee e 6

C.  Tujuan Penelitian........cccocveviieeiieiiccc e 6

D.  Manfaat Penelitian.........cccocviiiiiiiiiie e 7
BAB Il Tinjauan Pustaka

A, SISEEM AKUNTANST ....oviiiiiiiieciec s 8

1. Pengertian Sistem AKUNTANST ........cccerererierieieneieeeeeeee 8

2. Tujuan Sistem AKUNTANST .......coevviiiiiiiinceeee s 10

3. Fungsi Sistem AKUNEANST .......ccoveiviiiiiiec e 13

B.  Penerimaan Kas.............otoit i 13

1. Pengertian Kas .......ccccocvveiiiiiie et 13

2. Sumber-sumber Penerimaan Kas...........cccoovevnenieneinennnen. 15

3. Fungsi Penerimaan Kas..........coccooiiiinienienieiiene e 18

4. Prosedur Penerimaan Kas ..........cccooeoiiriniieisiniseseseseseens 18

C.  Pengeluaran KaS ........ccocveieiieieiieieseeie st eee e see e 23

1. Prosedur Pengeluaran Kas .........ccccooviniiniiniininininnninesee 24

2. FUNQGSE TEIKAIT ..o 26

3. Dokumen yang Digunakan...........c.cccccoeveiieiiiiiene e 26

4. Laporan yang Dihasilkan ..........cccccoooviiiiniiniiniencen 27

5. Unsur-unsur Sistem Pengeluaran Kas...........cccocvveriiiinienennn 28



BAB IlIl Pendekatan Penelitian

A.  Bentuk Penelitian Tugas AKNIr.........ccocooiininineieeee 30
B.  Lokasi dan Waktu Penelitian...........c.ccoooviieniniieneneneseeeee 30
C.  Rancangan Penelitian ...........ccccoeiveiiiieic e 31
1. Jenis Penelitian.........cccoviiiiiiiiiicciceee e 31
2. Tahap Penelitian........ccocoiiiiiiiiiecee e 32
3. ODbjek Penelitian .........ccoiiiriiiiiiiieee e 33
4. Teknik Pengumpulan Data...........ccooeoeiiienienencneeeeeeeens 33
5. Teknik Analisis Data..........cccovviriririniiene e 34
BAB IV PEMBAHASAN
A, Gambaran Umum INtSANSI ........coiveiieriiinieiieiseseecee e 35
B, Pembahnasan ...........cccoiiiiiiiiii 51
Penerimaan Kas ... 51
1. Sistem Penerimaan Kas.........c.ccoeierirenenenenesereseee e 51
2. Pihak-pihak yang Terkait...........cccocooiiniiniiinncneee e, 55
3. Langkah-langkah TeKnis..........ccocviiiiiniiiiciesese e 56
Pengeluaran Kas ..........cccoiiieiiiieie e 57
1. Sistem Pengeluaran Kas...........cccoeveiieiiieiie i 57
2. Pihak-pihak yang Terkait...........cccccvevieiiiiieiicicse e 66
3. Langkah-langkah TeKniS........cccccoeiiiiiiiiiesesc e 70
BAB V PENUTUP
A, KESIMPUIAN ..o 72
B.  SAIAN s 72
DAFTAR PUSTAKA ..ot 73
LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Flowchart Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Flowchart Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Vi



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Pernyataan Penelitian

Jurnal Bimbingan Tugas Akhir

Vil



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dan aparaturnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta
melaksanakan tugas yang dibebankan rakyat kepadanya harus mempunyai
suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan.
Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya akan dipakai
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya. Pada hakikatnya tugas
pemerintah yang penting adalah dalam hal pengurusan keuangan daerah yang
mencakup seluruh bidang yang intinya merupakan hak dan kewajiban
pemerintah. Oleh Kkarena itu, maka rencana-rencana pemerintah untuk
melaksanakan keuangan daerah perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan
dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah . Suatu daerah tidak akan dapat menjalankan kegiatan
pemerintahan tanpa adanya anggaran, oleh karena itu setiap tahunnya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan guna meningkatkan
efektifitas dan efisiensi perekonomian daerah berdasarkan fungsi alokasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu pilar
dalam perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah. Dari perencanaan
pembangunan ini pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan dalam
pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, karena hal itu merupakan agenda strategis bagi
percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan di
daerah. Kegagalan dalam membuat perencaanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berarti kegagalan pemerintah daerah dalam rangka
mengentaskan kemiskinan dan terhambatnya pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat dalam
menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan
pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, otorisasi pengeluaran,
sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi Kinerja, alat
untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari
berbagai unit kerja. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut
adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat
sehingga akan mencerminkan kebutuhan ril masyarakat, seperti yang telah
tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disusun. Jika
melihat dari proses perencanaan yang dihubungkan dengan proses
penganggaran maka dapat diketahui bahwa untuk memulai proses penyusunan

anggaran (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maka pemerintah



daerah mempedomani dokumen perencanaan yang telah dibuatnya yaitu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mempedomani dokumen perencanaan (Rencana Kerja Pemerintah
Daerah) dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka
akan memudahkan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan ril daerah.

Selain itu jika mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
telah ditetapkan sebelumnya maka kecil kemungkinan bagi pemerintah daerah
untuk mengalokasikan anggaran belanja daerah yang lebih besar jika
dibandingkan dengan alokasi pendapatan daerahnya, karena salah satu
pertimbangan daerah dalam penentuan perencanaan pembangunan
(pengeluaran) daerah adalah sebagaimana tercantum pada bagian dari isi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu bagian yang menjelaskan tentang
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya.

Pada bagian tersebut pada umumnya menjelaskan hal-hal mengenai
perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto, laju pertumbuhan
ekonomi, kependudukan dan sumber-sumber pendanaan bagi realisasi atas
perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan anggaran yang
dimiliki daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks yang lebih

sempit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sumber dana



dari segala kegiatan yang dilaksanakan (diselenggarakan) pemerintah daerah
untuk kepentingan masyarakat daerah atau pengembangan dan pembangunan
daerah. Dalam perkembangannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
selalu mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah
dan nasional.

Krisis merupakan salah satu faktor yang mengganggu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan penggunaannya. Penyelewengan pun juga
tak lepas dari penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tindak Kecurangan banyak terjadi di kalangan pemerintah daerah dalam
memanipulasi keadaan sehingga terjadi keadaan dimana dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penyelewengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semakin
marak terjadi, ironisnya masyarakat banyak yang masih acuh tak acuh dan tak
mau tahu terhadap hal tersebut.

Seiring dengan semakin berkembang dan semakin luasnya aktivitas setiap
instansi dan departemen, baik pemerintah maupun swasta, sehingga masalah
yang dihadapi pimpinan semakin rumit dan kompleks. Oleh sebab itu dalam
instansi pemerintah diperlukan adanya suatu alat, cara-cara, sistem atau
metode untuk membantu pimpinan dalam mendelegasikan sebagian tugas dan
wewenang kepada pegawai dan staf.

Salah satu alat atau metode yang biasa digunakan untuk mengendalikan
pencatatan kegiatan pemerintah adalah melalui sistem akuntansi. Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan



secara keseluruhan. Adanya UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah
daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi
daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain
mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut. Oleh
karena itu, sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi
tiap Pemerintah Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan
keuangan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian
prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggung jawabkan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat
dilalakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem
akuntansi terdiri dari beberapa prosedur, contohnya adalah prosedur
penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan dan pengeluaran kas merupakan
salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian khusus bagi instansi.
Dengan penerapan suatu sistem yang memadai maka pimpinan dapat
memonitor adanya kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap kas yang
diterima dan yang dikeluarkan instansi, sebagaimana yang telah terjadi pada
kasus pada tahun sebelumnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat yaitu dalam kasus di DPRD Sumbar, uang penunjang kegiatan

DPRD sesuai dengan Pasal 14 PP No 110/ 2000 merupakan belanja



sekretariat, tapi para terdakwa telah mengaturnya sebagai anggaran DPRD dan
digolongkan sebagai belanja DPRD.

Untuk itu perlu diterapkan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran
kas yang baik agar tidak terjadi penyelewengan terhadap kas di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan
ini sebagai topik untuk pemikiran penulis dalam bentuk Tugas Akhir dengan
judul “SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KAS PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran
kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat.

2. Bagaimana siklus sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas
yang dipakai di instansi pemerintahan, khususnya pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian

1. Sebagai bahan studi dalam pembuatan laporan yang merupakan syarat
tugas akhir.

2. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi penerimaan dan

pengeluaran kas pada instansi pemerintahan.



3. Untuk mengetahui siklus sistem akuntansi penerimaan dan
pengeluaran kas yang dipakai pada instansi pemerintahan, khususnya
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

4. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi penerimaan
dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

1. Peneliti sendiri, menerapkan ilmu yang didapat dalam penelitian guna
memenuhi persyataran dalam menyelesaikan studi di jurusan
Akuntansi Diploma 111 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

2. Menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dalam
menangani dan memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan akuntansi pemerintahan, khususnya tentang Sistem
Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas di DPRD Provinsi
Sumatera Barat.

3. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, menjalin hubungan
kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dengan instansi

sebagai wadah penerapan ilmu bagi mahasiswanya.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwasanya dari hasil pembahasan yang telah dibuat penulis pada BAB
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menerapakan Sistem Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas telah mengikuti prosedur menurut Permendagri
No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah dan Perpres
No.70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan. Serta telah
menerapkan siklus akuntansi yang sebagaimana mestinya menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil penelitian yaitu
diharapkan kepada pimpinan dan staf yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat agar dapat mempertahankan dan
meningkatkan lagi Kinerja yang telah ada dan tetap konsisten dalam mengikuti
peraturan yang berlaku dalam menerapkan Sistem Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas.

Penulis menghimbau agar topik yang diangkat dalam karya tulis ini dapat
dikaji lebih dalam dengan skala yang lebih besar, agar permasalahan terhadap

penyelewengan kas tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
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